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ABSTRAK

Perkembangan era globalisasi membuat banyak peningkatan nasabah
dibidang pembiaayan salah satunya tentang jaminan fidusia untuk itu dibutuhkan
Peraturan yang menjamin Kepastian hukum dan keadilan hukum, terutama
dibidang eksekutorialnya maka dari itu penulis melakukan penelitian terhadap
Kekuatan Eksekutorial Pemegang Akta Jaminan-Fidusia jika ditinjau dari Undang
Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia dan-implikasi Putusan
Hakim dalam Putusan Nomor 188/Pdt.G/2017Pn.Pbr. tentang Eksekusi Jaminan
Fidusia oleh Pihak Kreditur akibat Wanprestasi Debitur.

Masalah pokok dalam .. penelitian ini adalah Bagaimana Kekuatan
Eksekutorial Pemegang. Akta- ‘Fidusia dtinjau’darisUndang Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia? dan Bagaimana-Pertimbangan Hakim Pada
Perkara Nomor : 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr ?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif karena penelitian
ini merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian study buku-buku/dokumen.
jika dilihat dari sifatnya maka sifat dari penelitian ini.adalah Deskriptif Analitis
yaitu penulis melakukan penelitian untuk memberikan gambaran secara jelas dan
terperinci tentang masalah pokok yang akan diteliti. Metode penarikan
kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu penarikan
kesimpulan dari-hal hal yang bersifat khusus kepada hal hal yang bersifat umum

Hasil penelitian yang dapat penulis gambarkan adalah 1. Posisi kasus pada
Perkara Nomor 188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr adalah Penggugat
(KARWANTO/Pemberi Fidusia) melayangkan Guggatan kepada Tergugat
(ENDRA/penyewa mobil) .dan Turut Terguggat (PT. Astra Sedaya Finance
Penerima Fidusia) akibat \Wanprestasi. Terguggat-terhadap objek Jaminan Fiduisa
yang menjadi objek Wanprestasi. dieksekusi Parate oleh Turut Terguggat yang
dalam Putusan Menghukum Penggugat dan Turut Terguggat dan mengabulkan
gugatan Pengguggat Untuk sebagian. 2. Dalam analisis hukum formil Majelis
Hakim memutuskan berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan dengan
keterangan bukti surat dan para pihak tidak mengajukan bukti saksi dan dalam
analisis hukum materil. Majelis ‘Hakim membuat.pertimbangan dalam putusan
tidak menggunakan dasar hukum yang. tepat dan pertimbngan hakim juga
bertentangan dengan asas hukum “lex superiori derogat legi infiriori” 3. kekuatan
Eksekutorial Pemegang Akta Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi
langsung (parate eksekusi) yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa” schinggga mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila
terjadi perlawanan dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang yaitu
kepolisan dengan mengajukan permohonan.



ABSTRACT

The development of the globalization era has made many customers
increase in the field of financing, one of which is fiduciary management.
Regulations that guarantee legal certainty and legal justice are needed, especially
in the field of exeeutives.. Therefore, the autherS conducted a study on the
Executorial Strength of Fiduciary Guarantee Deed if reviewed and Law Number
42 Year 1999 concerning Fiduciary guarantees and implications of Judges'
Decisions in Decision Number 188 / Pdt.G / 2017Pn.Pbr. regarding the
Execution of Fiduciary Guarantees by the Creditors due to Debtor Defaults.

The main problem. in- this study ‘1s-how s, the Executorial Strength of
Fiduciary. Deed holders reviewed and Law Number 42 of 1999 concerning
Fiduciary guarantees? and How the Judge Considerations on Case Number: | 88
/ Pdt.G /201 7./ PN.Pbr ?.

This research is a type of normative legal research because this research
is library research or study of books / documents. If.seen and its nature, the
nature and research is descriptive analytical, namely the author conducts
research to provide a clear and detailed description of the main problems to be
studied. The method of analyzing conclusions in this study is done inductively,
namely drawing conclusions and things that are specific to things that are general
in nature.

The research results that the author can describe are 1. Case position in
Case Number 488 / Pdt.G / 2017 / PN.Pbr is that the Plaintiff (KARWANTO /
Fiduciary Giver) cast a Guggatan to the Defendant (ENDRA:/ car tenant) and
Accused (PT Astra Sedaya’Finance, FiduCiaryzRecipient) due to Default Default
due the object of the Fiduciary"' Guarantee which is the object of Default is
executed by Parate by the Accusation which in the Verdict Punishes the Plaintiff
and the Defendant and grants the lawsuit of the Plaintiff, 2. In the formal legal
analysis the Panel of Judges decides based on the facts of legal facts in the
statement of the evidence and the witnesses do not submit witness evidence and in
the judicial analysis of the material law consideration in the decision does not use
the proper legal basis and the judge's judgment is also against "Lex superiori
derogat legiinjiriori*, 3. Executorial power Fiduciary certificate holders have the
power of direct execution (parate execution) guaranteed by Law Number 42 of
1999 concerning Fiduciary Assurance "For the sake of Justice Based on the One
God" so that they have the same executorial power with court decisions that have
obtained permanent legal force and if there is resistance can ask for assistance
from the competent authority, namely the police by submitting an application.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

pengikatan tan ye f a epada masyarakat
yang ingin
lembaga p
amanat pembuka a akni melindungi

segenap bangsa

sosial. Diperlukan

sector moral,

menunjang.

Perkembangan ekonomi dalam memelihara dan meneruskan pembangunan
yang berkesinambungan bagi para pelaku pembangunan baik pemerintah,
masyarakat, perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar.

Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan

15
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terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi

kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.*

bagian dari  pembangunan

tian yang serius

inan. Karenan

meningkatnya kegiatan pembangunan pada umumnya dan pembangunan ekonomi

pada khususnya. Untuk itu dibutuhkan dana pembangunan yang cukup besar yang

! Purwahid Patrik, Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Fakutas Hukum
Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, him 33.

2 Rahmadi Usman , Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him 32.

® Sri Soedewi MS,Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan
Perorangan,Liberty Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, HIm 1

16



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

sebagian besar diperoleh melalui kegiatan perkreditan.*

Hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah security of law,

# uti i

nE pengertian
o
gl'! pulan tersebut,
ﬂ a
lembaga h - z /a tida 1emt ' egrtian  hukum

jaminan, melaik

‘? inan itu, yaitu
g

meliputi :

jaminan.” Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Jaminan materil (kebendaan)
jaminan kebendaan adalah Jaminan kebendaan mempunyai ciri ciri
kebendaan dalam arti membeikan hak mendahului diatas benda benda
tertentu yang mepunyai sifat melekat dan mengikat pada benda yang
bersangkutan.

* Log.cit., hlm. 32.
® 1bid., hal 1.
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2. Jaminan imateril (perorangan)

jaminan perorangan adalah jaminan perorangan tidak member hak
mendahului atas benda benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta
kekayaan seseorang lewat orang menjamin pemenuhan perikatan yang
bersangkutan(hasil seminar badan pembinaan hukum nasional yang
pai dengan tanggal 30

konsumen ata yang nbayaran secara
angsuran a ini sebenarnya
secara info tivitas teading.
Namun se secara formal
mengangkat . aha [ ¢ An jai bidang resmi jasa

keuangan.’

memperjanjikan menciptakan hak kebendaan yang baru. Dikatakan pada asas,
karena pada kenyataannya pembuat undang undang sendiri telah menciptakan hak

kebendaan yang baru dalam suatu peundang undangan di luar KUHPerdata

® H. Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Diindonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
2004, him 23-24.
" Abd. Thalib, Perkembangan Hukum Kontrak Modern, UIR Perss, Pekanbaru, 2016, him. 111

18



seperti credit Verband, hak tanggungan (undang undang nomor 4 tahun 1996) dan

fidusia (undang undang nomor 42 tahun 1999).°

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi.5 macam, yaitu:

1. Gadai (pand), yang diatur didalam Bab 20 Buku Il KUHPerdata;

2. Hipotek, yang diatur dalam Bb 21 Buku IHKUHPerdata;

3. Credietverband, vyaitu diatur dalam Staatblad 1908 Nomor 542
sebagaimana telah diubah-dengan Staatblad 1937 Nomor 190

4. Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur ‘dalam Undang undang Nomor
4 tahun 1996

5. Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor
42Tahun 1999.°

Sebagaimana yang penulis teliti dengan judul penelitian tentang kekuatan
eksekutorial jaminan fidusia maka penulis akan menerangkan jaminan fidusia
secara umum Yyang diatur dalam Undang Undang Nomor 42Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia.

Timbulnya lembaga jaminan ‘fidusta” dimaksudkan untuk mewujudkan
kehendak masyarakat, yaitu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi
olen masyarakat, khususnya dari para pengusaha-pengusaha yang hendak
mendapatkan kredit, dengan. jaminan benda.atau barang-barang bergerak yang
berwujud dalam bentuk peralatan.”Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya,
benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang
tak berwujud, maupun benda tak bergerak, dan diharapkan bahwa setelah kredit
diperoleh ia tetap dapat menggunakan barang-barangnya itu untuk meneruskan

perusahaannya.

8. Satrio, Hukum Jaminan, Hak Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya, Bandung, 2002, him
1-2
% H Salim HS, Op.cit., hal 24-25.
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Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu fiducie, sedangkan dalam
bahasa inggris fiduciary transfer of ownership, yang artinya kepercayaan.

Didalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah eigendom

3, istilah jaminan

42 Tahu 1999

‘31;\*%_;\\

2
Q‘

D
[%2]
QD
5

] =
c
—
V)
>
«©«
—
@
=
—
@
>
—
c

kreditur lainnya.™

Secara teoritis fidusia mempunyai kekurangan-kekurangan, akan tetapi
secara praktis fidusia telah mendapatkan tempat yang utama dalam dunia
perkreditan di Indonesia. Dan sejalan dengan program pemerintah untuk

“menggalakkan” pemberian kredit kepada golongan ekonomi lemah dan

19 1hid., hal 55.
% bid., hal 56-57.

20



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

pengusaha kecil, yang merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia, fidusia

dapat menjalankan peranan yang membantu baik bagi pemberi kredit maupun

penerima kredit.

benda jamina erupa E : 3 ‘ (BPKB), akan
tetapi tern
perusahaan terse i :i_ am Notaris) dan tidak

didaftarkan taran K me ikat Akta yang

tidak dibuat dalam akta notaris da didaftarkan di Kantor Pendaftaran
Fidusia untuk mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan

fidusia dibawah tangan.

Fidusia sangat penting untuk didaftarakan sebagaimana Undang Undang
Nomor 42 Tahun 1999 telah mewajibkan setiap jamina fidusia untuk dijaminkan

pada pejabat yang berwenang. Sebagiamana yang tercantum pada Pasal 11 Ayat

21
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(1) undang undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia yaitu benda yang
dibebani dengan jamina fidusia wajib didaftarkan, dan pasal 2 yaitu dalam hal

benda yang dibebani dengan jaminan fidusia berda diluar wilayah republic

’ dalam lingkup

dengan putusan
pengadilan or sebagaimana

tercantum dé peri fidusia cidera

o
=)
o
red

'
ek
g
o
janji, eksek

dilakukan de

Perlawan dalam pengeksekusian jaminan fidusia oleh pihak pemberi
fidusia maka penerima fidusia dapat memintakan pengamanan kepada pihak
kepolisian yang diatur dalam Peraturuan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

12 pasal 29 ayat 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

22
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Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan kemudahan dalam
pelaksanaan eksekusi melalui Lembaga Parate Eksekusi. Kemudahan dalam

pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli Jaminan Fidusia, karena

atau tidak
peringatan
menurut Kk arat yang lazim

berlaku, de angnya beserta

RATNANAES
§-.
3

N

bunga dan b

Eksek

kepada pihak

e
=
)
=
o)
c
=
QD
=)
o
QD
=}
—+
=4
QD

cara lanjutan dar

3
-

yang berkelanjutan da

Q a““‘m acara perdata. Eksekusi

merupakan satu kesatuan yang an dari pelaksanaan tata tertib
beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dan termasuk juga didalamnya
pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk pada pengaturan perundang-

undangan sebagaimana diatur dalam HIR dan RBG."

13 pasal 1155 ayat (1) KUHPerdata.
4 'M.Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia,
Jakarta, 1991, Hal. 1

23
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Tata cara menjalankan putusan yang disebut juga dengan eksekusi, diatur
lebih lanjut dalam Pasal 195 sampai dengan 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal

206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Selain pasalpasal tersebut,

dasar untuk
mengekse aminan a dis am dalam pa ayat 1 yaitu apabila

debitor atau pemberi fidusi j ‘ da yang menjadi

menjadi objek jaminan fidusia. Y8 enjadi penyebab timbulnya eksekusi
jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau
tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia,
walaupun pemberi fidusia telah diberikan somasi. Dalam pasal 29 UndangUndang

Nomor 42 Tahun 1999, ada 3 (tiga) cara eksekusi objek jaminan fidusia, yaitu :

% Ibid., hal 2
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1. Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagimana dimaksud dalam Pasal 15

»

2. Pelaksa

2 8 02 55

dilakuka

tertulis

Pemberi Fidusia, wajib me da yang menjadi objek jaminan

fidusia.

Dari urian singkat diatas penulis tertarik mengaitkan penelitian penulis
dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 188/Pdt.G/2017.PN.Pbr
terkait sengketa yang menyangkut tentang pelaksanaan eksekutorial objek
jaminan fidusia yang dilakukan pemberi fidusia. Yang mana pihak penerima

fidusia dalam hal ini adalah PT. Astra Sedaya Finance dengan pihak Pemberi

25
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Fidusia dalam hal ini adalah KARWANTO. Dimana objek jaminan fidusia yang
menjadi objek sengketa berawal dari wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan

oleh pemberi fidusia dengan merentalkan mobil kepada ANDRA selaku pihak

kemudian
it mobil merk
0. Rangka

gugatan kepada.Pengadi A eka arenake ﬁ gugat dalam hal
ini ENDRA tela mobi a Ave K KARWANTO pada
Tanggal 1 Juni 20 0 ggal 3 Juni 2017. Namun

sampai dengan

Tindakan dan perbuatan tergugat tidak mengembalikan mobil tepat pada
waktunya adalah merupakan ingkar janji (wanprestasi). Atas tindakan inilah
penggugat mengajukan gugatan untuk menuntut pengembalian mobil yang disewa
tergugat dan membayar uang sewa selama 66 hari dengan uang sewa perhari
sebesar Rp 250.00-, dengan total sebesar Rp 16.500.00-, (enam belas juta lima

ratus ribu).
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Tergugat beralasan tidak dapat mengembalikan mobil yang disewakan
oleh Tergugat adalah karena turut Tergugat dalam hal ini adalah Penerima Fidusia

mengeksekusi objek Fidusia pada tanggal 2 juni 2017 yang menjadi objek sewa

objek sewa me 1 antara C upakan objek
perjanjian

pembayar : ' enye Fidusia dengan

Guga “ S epa : ai dengan Pasal 1320

KHUPerdata mene g sua adanya suatu sebab

tergugat yang mana objek perkara erpaut sebagai objek perjanjian antara

Penggugat dan Turut tergugat.

Perjanjian antara Penggugat dan turut tergugat dalam hal ini harus tunduk
terhadap Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang
tertuang pada Pasal 23 Ayat (2) “ Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan,

menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek
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Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan

persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.*®

Jelas kesepakatan sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat tidak

(Wanprestasi)

terhadap k atas kelalaian

5 ) e

Penggugat begitu gugatan

Tergugat ti

Berd

<
2,
@
=
T
)
=
3

yang meme

_‘13\'3\‘%\"\

bersengketa

pertimbangan hakim dala emut ara ini. Adapun pertimbangan

pertimbangan hakim dalam hal ini yaitu :

Jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, dalil dalil Gugatan
yang telah diakui atau setidak tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum
haruslah dianggap terbukti seperti Tergugat telah menyewa 1 (satu) unit mobil

dari Penggugat pada tanggal 1 juni 2017 yang akan Tergugat kembalikan pada

16 pengadilan Negeri Pekanbaru, Putusan Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Pbr, him 5.
" 1bid, him 6
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Tanggal 3 Juni 2017 kepada Penggugat; dan Objek sewa menyewa adalah satu
unit mobil merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012

dengan No. Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik; Mobil tersebut Penggugat

Tergugat

perjanjian a

tersebut di

1. Apakah perjanjian sewa menyewa antara Tergugat dengan Penggugat sah dan

apakah Tergugat dalam hal ini Wanprestasi ?

“Menimbang,bahwa akan tetapi tegugat menyangkalnya, bahwa perjanjian
tersebut tidak sah, “untuk suatu sebab halal”, karena telah bertentangan dengan

Undang Undang yaitu Pasal 23 Ayat 2 Undang Undang Tentang Jaminan Fidusia

18 1bid, him 11.
% 1bid, him 12.
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yang berbunyi ‘“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau
menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang

tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu

Pertimba k atas me G entangan dengan

putusannya dimé tike | ertimba . bjek dari perjajian
antara terguga 9a il :‘_' o utuskan untuk
membayar a ‘ € : ana dalam hal ini
tergugat tida Kti /ate ji, seb @‘ﬁ ana objek yang

diperjanjikan adalz : dusia gat dengan Turut

hal ini tidak keadilan hukum.

2. Apakah Terguggat mempunyai kewenangan untuk menyerahkan mobil objek
perjanjian kepada Turut Tergugat ? Apakah Turut Tergugat berhak menarik

mobil objek Perjanjian Penggugat dengan Tergugat ?

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terguggat sebagai penyewa yang

menerima mobil Penggugat dari Terguggat harus dilakukan di depan Penggugat,

30



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

meskipun Terguggat mendalilkan dalam sangkal/bantahan bahwa dia telah
memberitahukan Penggugat atas penarikan mobil objek perkara oleh Turut

Terguggat, tetapi Penggugat tidak dapat membutikan dalam persidangan (surat T-

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Jaminan Fidusia, Turut Tergugat
harus (Wajib) mengajukan permohonan kepada pihak kepolisian untuk
penanaman Eksekusi Jaminan Fidusia, maka dengan demikian penarikan objek

perkara oleh Tergugat adalah tidak sah.?

2 |pid, him 14.
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Pertimbangan Hakim diatas maka menurut penulis dalam hal ini tidaklah
tepat karna hakim melanggar Asas Hukum yang berkaitan dengan Leg Superior

Derogate Legi Inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi

mengesampingkan : as__Hie ) m_kerangka berfikir

Fidusia, dan juga karena Putusan Hakim tidak mendatangkan kepastian hukum

karena telah melanggar Asas Hukum Leg Superior Derogate Legi Inferior.

Adapun  Putusan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor
188/Pdt.G/2017/PN.Pbr. adalah sebagai berikut : dalam Eksepsi Menyatakan
Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima dan dalam pokok perkara hakim

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; dan menghukum Tergugat atau
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siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan satu unit mobil Merk Toyota
Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka

MHKM1BA3JCK036544 No. Mesin : DK49347 No. Polisi BM 1589 JO Warna

an Rekonpensi
Konpensi/Penggugat

ini ditetapkan

taneanag.

ibu Rupiah).

tentang “Analisis Kekuatan Eksel Pemegang Akta Fidusia Ditinjau
Dari Undang Undang Nomor 42 Tahun1999 Tentang Fidusia (Studi Putusan

Nomor 188/Pdt.G/2017/Pn.Pbr)”.
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latar belakang Sa g : nene it penulis dapat

mengambi

1. Untuk Mengetahui kekuatan ekutorial pemegang Akta Fidusia dalam
pengeksekusian objek fidusia.
2. Untuk mengetahui apakah eksekusi yang dilakukan oleh pemegang fidusia

sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Sedangkan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Untuk menambah pengetahuan, informasi dan wawasan penulis tentang

apa yang dimaksud dengan jaminan fiuduisa secara khusus dan menambah

ilmu tentang hukum perdata pada umumnya.

1. Teori Perjanjian

Istilah perjanjian atau kontrak bersal dari bahasa inggris, yaitu

contract. Sedangkan dalam bahasa belanda disebut Overeenkomst

2! sapjitto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Abadi, Bandung 2006, Hal, 259
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(perjanjian).? Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Menurut

ketentuan yang terdapat dalam pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud

dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

A\

sebagai suatu

in dimana dua

VAR AEY

Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan
pasal 1320 KUHPerdata setiap perjanjian yang sah harus memuat syarat ,
yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat diirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu.

22 Abd. Thalib, Op. Cit., him 22.

%3 pasal 1313 KUHPerdata

2% M. Yahya Harahap, Segi Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung1992 hal 6
25 Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa Cet. XVI, Jakarta, 1996 him 1

36



4. Suatu sebab yang halal.?®

Keberadaan Asas Hukum perikatan tersebut dikenali, baik dalam
oprasional perbankan maupun oprasional perbankan. Paling utam dalam suatu
perikatan atau-perjanjianyaitu sah nya suatu perjanjian.tersebut. Berdasarkan
pasal 1320 KUHPerdata, perikatan atau perjanjian harus memenuhi 4 syarat,

yaitu :

1. Sepakat (Consensus), yaitu ada perizinan yang bebas dari orang orang
yang mengikatkan diri serta harus mempunyai kemauan yang bebas
untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan baik
dengan tegas maupun secara diam diam.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

3. Suatu hal tertentu yang diperjnjikan dalam suatu perikatan atau
perjanjian objeknya haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup
jelas atau tertentu, agar dapat menetapkan kewajiban para pihak.

4. Suatu sebab yang halal, tujuan yang dikehendaki / isi dari suatu
perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak.?’

Syarat dalam suatu perjanjian-dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Syarat Subyektif, yaitu syarat yang menyangkut pada subyek subyek
perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat syarat yang harus
dipenuhi adalah ;

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan mereka yang membuat perjanjian

2. Syarat Obyektif, yaitu syarat yang menyangkut pada obyek
perjanjian itu sendiri, meliputi
a. Suatu hal yang ditentukan.
b. Suatu sebab yang halal.

Apabila salah satu unsur syarat subyektif tidak terpenuhi maka salah
satu pihak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat,
sedangkan apabila salah satu unsur syarat obyektif tidak terpenuhi maka

?® pasal 1320 KUHPerdata.
2" Muhammad Djumhana,Asas Asas Hukum Perbankan Indonesia,Citra Aditia Bakti, Bandung,
Him 241-242
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perjanjian itu batal demi hukum atau batal dengan sendirinya. Artinya dapat
dikatakan tidak ada perjanjian yang dilahirkan. %

Menurut Abdul Kadir Muhammad, S.H. dalam bukunya yang berjudul

Hukum Perikatan, antara lain disebutkan bahwa di dalam suatu perjanjian
termuat beberapaunsur, yaitu:

1.

Ada Pihak-pihak

Pihak-pihak yang ada di sini paling sedikit harus ada 2 orang. Para
pihak bertindak sebagal. subyek.perjanjian tersebut. Subyek bisa terdiri
dari manusia atau-badan hukum:"Dalam, hal para pihak terdiri dari
manusia, maka orang tersebut harus telah”dewasa dan cakap untuk
melakukan hubungan hukum.

Adanya persetujuan antara para pihak

Para pihak sebelumnya membuat suatu perjanjian haruslah diberikan
kebebasan untuk mengadakan bargaining atau tawar-menawar di
antaranya, hal ini busa disebut dengan asas konsensualitas dalam suatu
perjanjian. Konsensus mana harus tanpa disertai dengan pakasaan,
tipuan dan kehakiman.

Ada tujuan yang akan dicapai

Suatu perjanjian haruslah mempunyai satu atau beberapa tujuan
tertentu yang ingin dicapai, dan dengan perjanjian itulah tujuan
tersebut ingin dicapai.atau dengan ‘'sarana perjanjian tersebut suatu
tujuan ingin mereka capai, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh
pihak lain, yang dalam hal ini mereka selaku subyek dalam perjanjian
tersebut.

Ada prestasi yang harus dilaksanakan

Para pihak didalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban
tertentu, yang satu_dengan yanglainnyasaling berlawanan. Apabila
pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi suatu prestasi, maka
bagi pihak lain hal tersebut adalah merupakan hak, dan begitu pun
sebaliknya.

Ada bentuk tertentu

Suatu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, dalam hal
suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta
maka akta tersebut bisa dibuat secara authentic maupun underhands.
Akta yang dibuat secara authenticadalah akta perjanjian yang dibuat
oleh pihak di hapadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang
untuk itu.

28 Maraman, KUHPerdata Buku 111 Hukum perikatan dengan penjelasan, bandung, 1993, hal 108
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6. Ada syarat-syarat tertentu

Dalam suatu perjanjian tentang isinya, harus ada syarat-syarat tertentu,
karena dalam suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1338
KUHPerdata ayat satunya menentukan bahwa suatu perjanjian atau
persetujuan_yang sah adalah mengikat sebagai undang-undang bagi
mereka.yang membuatnya. Dan agar suatu perjanjian bisa dikatakan
sebagai suatu perjanjian yang sah, adalah bilamana perjanjian tersebut
telah memenuhi syarat-syarat tertentu.?

Dalam hukum kontrak Tatau /perjanjian dikenal beberapa asas yang
menjadi- dasar . dalam penyusunan dan pembuatan kontrak. Asas yang

dimaksud antara lain :

1. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak menyatakan bahwa
setiap individu bebas untuk membeuat kontrak/atau perjanjian yang
sesual dengan maksud dan keinginannya sepanjang tidak bertentangan
denganm syarat sahnya suatu perjanjian dan.tidak bertentangan dengan
undang undang yang berlaku.

2. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme dalam hukum-kontrak menyatakan bahwa sebuah
perjanjian lahir karena tercapainya kesepakatan para pihak. Asas
consensus dimaksudkan untuk masing masing pihak dituntut untuk
adanya keinginan yang tulus atau dasar kerelaan hati dengan penuh
kesadaran, tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan maupun ancaman,
bahkan tanpa maksud tipu muslihat.

3. Asas pacta sunt'servanda
Asas pacta sunt servanda dalam hukum kontrak mengacu pada pasal
1338 ayat 1dalam KUHPerdata yang menyatakan bahwa “perjanjian
yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang”.

4. Asas Itikad Baik
Asas iktikad baik mengacu pada pasal 1338 ayat 3 dalam KUPerdata
yang menyatakan bahwa “perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik.

5. Asas Kepribadian
Asa kepribadian adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang
akan membuat kontrak untuk dirinya sendiri (person) yang termuat
dalam pasal 1350 yang menyatakan bahwa ““ pada umumnya seseorang

2% Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Rajawali Pers, Jakarta, 1992. Hal. 15-17.

39



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

tidak dapat mengadakan suatu pengikatan atau perjanjian selain untuk
dirinya sendiri. Ini berarti bahwa seseorang yang mengadakan
perjanjian adalah untuk dirinya sendiri.*

2. Teori Kebendaan

berikut :2

Tentang kebendaan dan cara cara membeda-bedakan benda;
Tentang hak hak kebendaan yang memberikan kenikmatan;
Tentang kewarisan;

Tentang piutang piutang / yang diistimewakan ;

Tentang hak hak kebendaan yang memberikan jaminan.

® o0 T

% Abd. Thalib, Op. Cit., him 25-28.
*! pasal 499 KUHPerdata
% Usman Rachmadi, Op.cit., hal 30
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Dalam perspektif hukum kebendaan, lembaga hak jaminan merupakan

hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang memberi jaminan jaminan dan

dengan sendirinya pengaturannya terdapat dalam buku ke Il KUHPerdata.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jaminan berasal dari jamin

yang artinya adalah menanggung. Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman

% |bid., hal 33-34
3 Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, Kebendaan pada Umumnya, Kencana Prenada Media,
2003, hal 226
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yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau

kewajiban tersebut tidak terpenuhi. *°

Jaminan memiliki fungsi antara lain:

a Menjamin agar debitur berperan.serta dalam transaksi untuk membiayai
usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau
proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat
dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian
dapat diperkecil.

b Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya,
khususnya mengenai oembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat
yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin
tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

¢ Memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan
bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi jaminan
Kredit.

d Memberikan hak dan- kekuasaan_ kepada lembaga keuangan untuk
mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera
janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur

pada waktu yang telah ditentukan.*

Dalam jaminan kebendaan yang dijadikan obyek jaminan adalah benda maka
berlaku asas - asas hak jaminan kebendaan seperti dibawah ini :

1) Hak jaminan ini memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor
pemegang hak jaminan ini terhadap para kreditor yang lainnya, adanya
hak Preferen.

2) Hak jaminan ini merupakan hak accesoir terhadap perjanjian pokok yang
dijamin dengan jaminan tersebut., artinya hapusnya bergantung pada
perjanjian pokoknya.

*> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, him. 384

% Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia , Cet. 2, PT. Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta, 2003, him. 286.
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3) Benda yang menjadi obyek jaminan adalah benda bergerak maupun
benda tidak bergerak.

4) Mempunyai sifat kebendaan ( real right ) segaimana diatur dalam pasal
528 KUH Perdata . Sifat daripada Hak Kebendaan itu sendiri yaitu :

rtahankan pada setiap orang,dan Droit de suite

engikuti padasiape ia berada.’

khusus dari perundang-undangan. Bagitu datang hukum maka datanglah

kepastian.*

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang

didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum, yang

%7 Jurnal sosial humaniora, vol 8 Nomor, juni 2015 hal 128.

® Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang
Pressindo, Yogyakarta, 2010, him.59

% satjipto Rahardjo, biarkan hukum mengalir, Catatan Krisis Tentang Pergulatan Manusia dan
Hukum, Buku Kompas. Jakarta. 2007. him. 85.
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cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom, yang madiri, karena
bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi

penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain adalah sekedar menjamin

Norma adalah

pernyats sollen, dengan

menyertaka akukan. Norma-

menjadi batasan bag . ‘ I atau melakukan tindakan
‘Y X\

terhadap individu. Adanya dan pelaksanaan aturan tersebut

menimbulkan kepastian hukum.**

Selanjutnya L.J. van Apeldoom mengemukakan bahwa kepastian hukum

meliputi dua hal, yakni:
a) Kepastian hukum adalah hal yang dapat ditentukan (bepaalbaarheid)
dari hukum, dalam hal-hal yang kongkrit. Pihak-pihak pencari keadilan

% Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Gunung Agung,
Jakarta. 2002, him 82.
* Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, him.158.
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(Yustisiabelen) ingin mengetahui apakah hukum dalam suatu keadaan
atau hal tertentu, sebelum ia memulai dengan perkara;

b) Kepastian hukum berarti pula kemanan hukum, artinya melindungi
para pihak terhadap kewenanangan-wenagan hakim. Roscoe Pound
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45.‘
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berwibawa,

menjamin ada

a™
\\"’

dipenuhi oleh hukum, yang apabila

yang harus ditaa Q Q ‘ a the Morality of Law
mengajukan 8 (delapan) asa
tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau
dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut

adalah sebagai berikut :

“®Ibid., Hal. 134.
“nttps://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/
Diakses Pada Tanggal 06 Mai 2018, Jam 14.30 Wib

45


https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak

berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;

Peraturan tersebut diumumkan kepada publik

Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;

Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

Tidak belehada peraturan yang saling bertentangan;

Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa

dilakukan;

7. Tidak boleh sering diubah-ubah;

8. Harus ada kesesuaian-antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.
Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian
antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah
memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi
bagaimana hukum positif dijalankan.*

oo

E. Konsep oprasional

Untuk memberi arahan pada penelitian_ini agar nantinya didalam
penulisan yang akan diteliti tidak terlalu melebar dan mengambang jauh dari
permasalahan maka penulis memberikan batasan-batasan tentang triminologi

didalam ruang lingkup penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu pihak atau lebih
mengikatkan dirinya terhadapa satu orang atau lebih.*

2. Fidusia adalah pengalihan“hak kepemilikan suat benda atas dasar
kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan nya
dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.*

3. Sertifikat Jaminan Fidusia adalah bukti otentik atas jaminan fidusia yang

dikeluarkan oleh kantor pendaftaran fidusia.*’

*http://tesishukum.com/pengertian-asas-kepastian-hukum-menurut-para-ahli/ Diakses Tanggal 06
Mai 2018 , Jam 15.40 Wib.

* pasal 1313 KUHPerdata

% pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

46



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

4. Akta Jamina Fidusia adalah akta dibawah tangan dan akta notaris yang

yang berisikan pemberian jaminan fidusia kepada kreditur tertentu sebagai

jaminan untuk pelunasan.*®

1996 tentang
beri fidusia,

memberikan

Debitor adalah pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau

undang undang.>

*" Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011
*8 pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011
* pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

%0 pasal 1 ayat 11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998

*! Pasal 1 ayat 8 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

%2 pasal 1 ayat 9 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999
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9. Pemberi Fidusia orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang
menjadi obyek jaminan fidusia.*®

10. Penerima Fidusia orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai

11.

12.

13.

saat eksekusi

14, : v S ng berhak untuk memproleh

15. Termohon eksekusi pemberi jamina fiduai yang tidak dapat memenuhi

kewajibannya sebagaiman tertuang dalam akta jaminan fidusia.>®

%3 pasal 1 ayat 5 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

** pasal 1 ayat 6 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999

** M. Yahya Harahap, Rauang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata (edisi kedua).
Sinar Grafika,Jakarta. 2014. hal. 1.

*®https://glosarium.org/kata/index.php/term/pengetahuan, 62845-kekuatan-eksekutorial-adalah

xhtml, Diakses Pada Tanggal 06 Mai 2018. Jam 15.30 Wib.

°" pasal 1 ayat 11 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011

%8 pasal 1 ayat 12 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011

% pasal 1 ayat 13 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011
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F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif®

san Pengadilan

a Jaminan Fidusia

Data yang dikumpulk

a. Bahan hukum primer, Peraturan perundang undangan berupa Undang
Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan
Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamana Eksekusi
Jaminan Fidusia, berkas Perjanjian Jaminan Fidusia dalam Akta

Notaris dengan Nomor: 206, tanggal 21 Mei 2015, dibuat dihadapan

80 Srj Wahyuni, Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Riau.
2012, HIm. 9.
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Sevenius Alberi, S.H., Perjanjian Pembiayan Dengan Fidusia Jaminan
Fidusia Dengan Nomor : 01.500.506.00.155592.5 PT. ASTRA

SEDAYA FINANCE, dan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru

4. Ana

Analisis data dilaku dengan cara mengolah data dan
menguraikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci. Kemudian
dilakukan pembahasan dengan memperhatikan dokumen dan data yang

lainnya, terakhir dianalisi secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan,

%1 Bambang Sugono, Metode Penelitian Hukum, PT RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, HIm
114
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kemudian membandingkan antara data dengan Peraturan Perundang-

Undangan dan pendapat para ahli.

ini dilakukan
yang bersifat
a lain  penulis
dengan
. menge , Hakim Pengadilan

Kemudian
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1. Tinjauan

A. Pengert

dalam Kitab

Undang yunakan istilah
“Zekerheid”« ami Zeke - m jaminan atau
hak jami g bersangkutan,

sebab “rec ‘- a da um, hak atau keadilan,

jaminan piutang seorang adap debitur. Menurut J.Satrio
hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang

seseorang. *2

Hemat Salim berpendapat bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan

dari kaidah kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan

62 3. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bundung,
2002, hal.3
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penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk

mendapatkan fasilitas kredit.”

B. Unsur Unsur Jaminan
Saat ini_~telah. dibuat berbagai peraturan  perundang-undangan yang
berkaitan dengan jaminan. Berdasarkan pengertian di atas, unsur - unsur
yang terkandung di datam-perumusan hukum jaminan ialah sebagai berikut :

1) Adanya kaidah hukum Kaidah hukum dalam bidang hukum jaminan
dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu kaidah hukum jaminan tertulis
dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis. Kaidah hukum jaminan tertulis
adalah kaidah kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang
undangan, traktat, yurispundensi. Sedangkan kaidah hukum jaminan tidak
tertulis adalah kaidah kaidah hukum jaminan yang bertumbuh, hidup dan
berkembang didalam masyarakat.

2) Adanya pemberian jaminan dan penerima jaminanPemberi jaminan adalah
orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada
penerima_jaminan. Pemberian jaminan dapat juga dikatakan orang atau
badan hukum yang>membutuhkan fasilitas kredit. Orang atau badan
hukum yang membutuhkan ' fasilitas kredit disebut sebagai debitur.
Penerimaan jaminan adalah orang atau badan hukum yang meneriman
barang jaminan dari pemberi jaminan atau dari debitur. Badan hukum
adalah lembaga yang memberikan fasilitas Kkredit.Lembaga  yang
memberikan “fasilitas kredit tersebut dapat. berupa lembaga perbankan
atau lembaga keuangan nonbank.

3) Adanya jaminan Pada dasarnya. jaminan yang diserahkan kepada pihak
kreditur adalah jaminan materil yang merupakan jaminan berupa hak hak
kebendaan seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

4) Adanya fasilitas kredit Pembebanan jaminan yang dilakukan pemberi
jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau dari
lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit ini merupakan pemberian
uang berdasarkan kepercayaan. Maksud dari kata berdasarkan
kepercayaan disini adalah bahwa bank atau lembaga keuangan nonbank
percaya bahwa debitur sanggup mengembalikan pokok pinjaman dan

%% Hemat Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2004, hal 6.
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membayar bunga serta biaya yang dikeluarkan untuk memelihara obyek
gadai atau benda jaminan. Begitu juga debitur percaya bahwa bank atau
lembaga keuangan non-bank dapat memberikan kredit kepadanya.®*

jaminan alam salah satu pengg ‘benc ljel skan mengenai
benda : d idak bergerak. € Jan' Undang-Undang

ada ben ami a S ‘ harus mengetahui

yaitu hak atas tanah, berisi kewenangan kreditur untuk berbuat sesuatu
mengenai tanah yang dijadikan agunan, tetapi bukan untuk dikuasai secara
fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji
dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian pembayaran lunas

hutang debitur kepadanya.®

® Ibid., hal 7
% salim HS, Op.Cit, hal 104
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Ada lima jenis hak tanah yang dapat dijadikan objek hak tanggungan
antara lain:

a. Hak Milik

b. Hak Guna Usaha

2)
Fidusia, maka objek jaminan fidusia menjadi lebih luas. Benda-benda
yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia antara lain :
a. Benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak
berwujud.
b. Benda tidak bergerak.
3) Gadai
% 1bid., hal 105

®7 salim HS, Op.Cit, hal 55
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Gadai diatur dalam pasal 11350 KUHPerdata yang berbunyi sebagai

berikut “ gadai adalah sautu hak yang diperoleh sorang berpiutang atas

suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang

dibebankan kepada kebendaan tidak bergerak.®

Sifat sifat hipotek sebagai hak kebendaan yang memberi jaminan atas
kebendaan tidak bergerak, yaitu : "

Bersifat acessoir pada perjanjian produk tertentu;

b. Tidak dapat dibagi bagi;

c. Tetap mengikuti kebendaannya;

d. Bersifat terbuka;

o

%8 Usman Rachmadi, Op.cit., hal 104
% Ibid., hal 246-247
7% |bid., hal 249
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Mengandung pertelaan;

Mengenal pertingkatan;

Mengandung hak didahulukan

Mengadung hak untuk pelunasan piutang tertentu.

Se o

dataan, hal
dari hukum

dari hukum

T &

atur hubungan

ngan kata lain

atur menegnai

-uAR ey

kebendaan dan cara cara an benda, hak hak kebendaan dan
kewarisan. Adapun sebagai secara rinci hal hal yang diatur dalam buku I1
KUHPerdata tersebut sebagai berikut :"?

Tentang kebendaan dan cara cara membeda-bedakan benda;
Tentang hak hak kebendaan yang memberikan kenikmatan;
Tentang kewarisan;

Tentang piutang piutang / yang diistimewakan ;

- TQ -

" 1bid., hal 27
2 Ibid., hal 30
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J. Tentang hak hak kebendaan yang memberikan jaminan

Dalam perspektif hukum kebendaan, lembaga hak jaminan

merupakan hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang memberi jaminan

o

g &

-
7
@
w
<f3
w
%
@
o
D
Q
=

» LT OS5 3 T X

Adanya sifat perjanjian dala
hak."

setiap pengadaan atau pembentukan

Dalam jaminan kebendaan yang dijadikan obyek jaminan adalah benda maka
berlaku asas - asas hak jaminan kebendaan seperti dibawah ini :

" Ibid., hal 33-34
™ Kartini Mulyadi, Gunawan Widjaya, Kebendaan pada Umumnya, Kencana Prenada Media,
2003, hal 226
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5) Hak jaminan ini memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditor
pemegang hak jaminan ini terhadap para kreditor yang lainnya, adanya
hak Preferen.

6) Hak jaminan ini merupakan hak accesoir terhadap perjanjian pokok yang
dijamin dengan jaminan tersebut., artinya hapusnya bergantung pada
perjanjian pokoknya.

7) Benda yang menjadi obyek jaminan adalah benda bergerak maupun
benda tidak bergerak.

8) Mempunyai sifat kebendaan ( real right ) segaimana diatur dalam pasal
528 'KUH Perdata, - ‘Sifat' daripada‘Hak-Kebendaan itu.sendiri yaitu :
Absolut yaitu.dapat dipertahankan pada setiap orang,dan Droit de suite
yaitu, Hak Kebendaan mengikuti pada siapapun dia berada.”

Dalam KUHPerdata dimuat tentang hak hak yang melekat pada
kreditur yaitu hak privilige dan hak retensi, dijelaskan sebagai berikut :
1. Hak privilege

Hak privilege merupakan jaminan Khusus yang didasarkan pada
undang-undang. Hak privilege atau hak istimewa adalah hak yang
didahulukan. Mengenai hak-privilege dapat”Anda lihat dalam Pasal 1134
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”), yaitu suatu hal yang
oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya
lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat
piutangnya. Privilege lain daripada gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia,
la bukan merupakan hak kebendaan. Pemilik hak tagih yang diistimewakan
pada asasnya tidak mempunyai hak-hak yang lebih dari orang lain. la tidak
mempunyai hak untuk menjual sendiri benda-benda atas mana ia mempunyai
hak yang didahulukan untuk mengambil pelunasan, ia tidak mempunyai hak

yang mengikuti bendanya kalau benda itu ada di tangan pihak ketiga (droit de

7 Jurnal sosial humaniora, vol 8 Nomor, juni 2015 hal 128.
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suite). Kelebihannya hanya bahwa atas hasil penjualan benda tertentu/semua

benda milik debitur, ia didahulukan di dalam mengambil pelunasannya.

Mengenai apa saja yang termasuk ke dalam hak privilege ini dapat dilihat

tagihan yang diistimewakan tinggal diam saja, maka tagihannya dianggap
sebagai tagihan biasa (konkuren). Pemilik tagihan tersebut harus menuntut

agar ia dimasukkan dalam daftar tingkatan menurut tingkat yang diberikan

" https://www.hukumonline.com/klinik/detail/It51584b636a944/hak-privilege-dan-hak-retensi/
diakses pada jam 20.17 Wib tanggal 20 februari 2019

). Satrio Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung , 2004, hal
28-29
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kepadanya menurut undang-undang dan dengan demikian mendapat pelunasan
menurut urutan tingkatnya dalam daftar.”

2. Hak Retensi

da debitur,

dilunasi,”
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ukum itu sendiri. Namun
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demikian, ia tetap bukan merupg privilege, karena privilege ditentukan

sebagai demikian oleh undang-undang.®

2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

A. lstilah dan Pengertian Fidusia

78 J. Satrio, Op.cit., hal 30.
" Ibid, hal 20.
8 |bid, hal 21
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Istilah fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu fiducie, sedangkan
dalam bahasa inggris fiduciary transfer of ownership, yang artinya
kepercayaan. Didalam berbagai literature, fidusia lazim disebut dengan istilah
eigendom overdract (FEO),. yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas
kepercayaan.®

Istilah fidusia sudah<lama dikenal .dalam bahasa indonesia, undang
undang yang khusustmengatur tentang hal ini'yaitu undang undang jaminan
fidusia juga menggunakan istilah fidusia. Dengan demikian istilah fidusia
sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi kadang
kadang dalam bahasa indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan
“penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam literatur belanda jaminan
fidusia ini dikenal juga dalam istilah sebagai berikut :*2
a. Zakerheids-eigendom (hak milik sebagai jaminan )

b. Bezitloos zkerheidsrecht (jaminan tanpa menguasai)

c. Verruimd pand begrip (gadai yang diperluas)

d. Eigendom soverdracht tot zekerheid (penyerahan hak milik secara
jaminan)

e. Bezitloos pand (gadai. berselubung)
f. Een verkapt pand recht-(gadai berselubung)
g. Uitbaouw dari pand (gadai yang diperluas)

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999
Tentang Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia dalam Pasal 1 angka 1 yang.dimaksud dengan fidusia adalah:
“Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan
ketentuan bahwa benda yang hak kepemiliknnya dialihkan tersebut tetap

berada dalam penguasaan pemilik benda".®

81 H Salim HS, Op.cit., hal 55.

82 Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Jaminan Di Indonesia. Pokok Pokok Hukum Jaminan dan
Hukum Jaminan Perorangan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1977, hal 27.

8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
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Dari perumusan pasal diatas, dapat diketahui bahwa unsur unsur
fiduisa itu, yaitu :

1. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
2. Dilakukan atas dasar kepercayaan;

Tahun 198 - - "“ #ﬂ dalam pemberi
fidusia, sebagai agi pelunasz I c g memberikan
keduduke § i epada | sia terhadap kreditur

lainnya.

KUHPerdata. Jaminan Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas kepercayaan dengan Kketentuan bahwa benda yang hak
kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik

benda itu” %

8 Usman Rachmadi, Hukum Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal 283-284
8 H salim HS, Op.cit., hal 55.
% |bit., hal 56-57
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Berdasarkan perumusan ketentuan pasal 1 ayat 2 UUJF maka unsur
unsur jaminan dari fidusia itu, yaitu :

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;

2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;

3. Kebendaaan tidak.bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani
dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia;

4. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai
agunan;

5. Dimaksudkan untuk pelunasan suatu hutang tertentu

6. Memberikan kedudukan yang diutamakan’ kepada penerima fidusia
terhadap kreditor kreditor lainya.®’

B. Latar Belakang Timbulnya Lembaga Fidusia
Latar belakang timbulnya lembaga fidusia, sebagaimana dipaparkan
oleh para ahli salah satunya Sri Soedewi Masjhoen Sofwan adalah karena
ketentuan undang undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai)
mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan
tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Hambatan itu meliputi:®®

a. Adanya asas inbezitstelling
Asas inl  menyaratkan bahwa kekuasaan atas bendanya harus
pindah/berada pada pemegang gadai, sebagaimana yang diatur didalam
pasal 1152 KUHPerdata. Ini merupakan hambatan yang berat bagi gadai
atas benda benda bergerak berwujud, karena pemberi gadai tidak dapat
menggunakan benda benda tersebut untuk keperluannnya. Terlebih jika
benda tanggungan tersebut kebetulan merupakan alat yang penting untuk
mata pencaharian sehari hari, misalnya bus atau truk truk bagi perusahaan
angkutan, alat alat rumah makan, sepeda bagi penarik rekening atau lover
susu dan lain lain. Mereka itu disamping memerlukan kredit, masi
membutuhkan tetap dapat memakai bendanya untuk alat bekerja;

b. Gadai atau Surat Surat Piutang
Kelemahan dalam pelaksanaan gadai atas surat surat piutang ini karena :

87 Usman Rachmadi, Op.cit., hal 285
% 1bit., hal 57
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1) Tidak adanya ketentuan tentang cara penarikan dari putang piutang
oleh sipemegang gadai;

2) Tidak adanya ketentuan mengenai bentuk tertentu bagaimana gadai itu
harus dilaksanakan, misalnya mengenai cara pemberitahuan tentang
adanya gadai_piutang piutang tersebut kepada debitur surat hutang,
maka keadaan demikian tidak memuaskan bagi-pemegang gadai.dalam
keadaan demikian, berarti finansial sipemberi gadai menyerahkan diri
sepenuhnya kepada debitur surat piutang tersebut, hal mana dianggap
tidak baik didalam dunia perdagangan;

c. Gadai kurang memuaskan,

karena ketiadaan  kepastian berkedudukan’<sebagai kreditur terkuat,

sebagaimana tampak dalam hal membagi hasil eksekusi , kreditur lain,

yaitu pemegang hak privilege dapat berkedudukan lebij tinggi dari pada
pemegang gadai.®®

Dengan adanya berbagai kelemahan, dalam prekateknya timbul
lemabga baru, yaitu fidusia, pada awal perkembanganya sebagaimana yang
terjadi dinegeri belanda mendapat tantangan yang keras dari yurisprudensi
karena dianggap menyimpang dari ketentuan Pasal 1152 ayat 2 KUHPerdata.
Tidak memenuhi syarat tentang rharus:adanya causa yang diperkenankan.
Namun, dalam perkembangannya arrest hoge raad 1929, tertanggakl 25
januari mengakui sahnya figur fidusia. Pertimbangan yang deberikan oleh
arrest hoge raad lebih.menekankan dari pada segi hukumnya dari pada segi
kemasyarakatannya hoge raad = berpendapat perjanjian fidusia bukanlah

merupakan perjanjian gadai dan tidak terjadi penyimpangan hukum.*°

“Dengan adanya sejumlah arrest dari Hoge Raad yang mengakui

adanya lembaga fidusia, meniadakan keragu-raguan tentang sahnya lembaga

8 |pit., hal 58
% bit., hal 59

65



tersebut di mana Hoge Raad memberikan keputusan-keputusan dan

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Fidusia tidaksbertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai
gadai karena di situ-tidak dilakukan.perjanjian gadai;

b. Fidusia tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang mengenai
hak jaminan bersama bagi kreditur, karena ketentuan mengenai hal
tersebut berlaku bagi semua benda-benda bergerak maupun benda
tetap dari debitur,"sedangkan “fidusias justru benda-bukan haknya
debitur;

c. Dari ketentuan mengenai gadai sama sekali tidak dapat disimpulkan
adanya maksud pembentuk undang-undang bahwa sebagai jaminan
hutang hanya dimungkinkan benda-benda bergerak yang tidak boleh
berada pada tangan debitur;

d. Fidusia merupakan alas hak untuk perpindahan hak milik sebagimana
yang dimaksud dalam Pasal 639 BW (Pasal 584 KUH Perdata);

e. Namun demikian, kemungkinan perpindahan hak tersebut semata-mata
hanya dimaksudkan.sebagai pemberian jaminan, tanpa penyerahan
nyata dari barangnya, dan perpindahan hak demikian tidak
memberikan semua akibat-akibat hukum sebagaimana yang berlaku
pada perpindahan-hak milik yang normal.™

Pertama kali di indonesia pada tahun 1985, eksistensi Lembaga Fidusia
ini diakui melalui Undang lundang, yaitu dalam Undang Undang Nomor 16
Tahun 1985 Tentang Rumah Susun. Undang Undang Nomor 16 tahun 1985
mengatur mengenai hak milik.atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan
jaminan utang dengan dibebani Lembaga Fidusia, jika tanahnya tanah hak
pakai atas tanah negara. Kemudian diakui lagi dalam Undang Undang Nomor

4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman, yang juga memberikan

% p_A Stein dalam H.Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2005.hIm 18
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kemungkinan terthadap rumah rumah yang dibangun diatas tanah yang

dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan jaminan fidusia.*

fidusia lahir berdasarkan

ol

Kemudian barulah di indonesia, lembag

aEWa
\ % ) @‘
3 \E

)

dibebani jaminan fidusia yaitu :

1) Benda bergerak berwujud
a. Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
b. Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan
pabrik, alat-alat inventaris kantor
c. Perhiasan

°2 Usman Rachmadi, Op.cit., hal 282
% H Salim, Op.cit., hal 60
° Tri Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Ghalia

Indonesia, Bogor, 2006,hal. 269
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d. Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan
dengan daftar mutasi barang
Kapal laut berukuran dibawah 20 meter

f. Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan
mesin jahit

g. Alat-alat’ perhiasan_ seperti traktorpembajak sawah dan mesin
penyedotair.

2) Benda bergerak tidak berwujud, contohnya:

Wesel

Sertifikat deposito

Saham

Obligasi

Konosemen

Deposito berjangka.

Piutang ynag diperolen pada saat jaminan diberikan atau yang

diperoleh kemudian

3) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak
berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak
bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia
diasuransikan.

5) Benda tidak bergerak:khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan yaitu hak milik satuvan-rumah susun di atas tanah hak pakaiatas
tanah 'Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah
yangdibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun
1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

6) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan
maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.”

@ "o oo o

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur tentang objek yang
tidak dapat dijadikan jaminan fidusia, yaitu:

a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas
benda-benda tersebut, wajib didaftar;

b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua
puluh) m3 atau lebih;

c. Hipotek atas pesawat terbang; dan

d. Gadai".*®

% Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, Alpabeta, Bandung, 2009, hal. 212-213
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Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima
fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau koprasi pemilik benda

yang menjadi obje minan fidusia, sedangkan ima fidusia adalah orang

pembayaranya

© o N O

Pembebanan fidusia ini dilakukan dengan car berikut ;%

1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa indonesia akta dijamin sekurang
kurangnya memuat :
a. Identitas oihak pemberi fidusia dan penerima fidusia.
b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
c. urian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

% pasal 3 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999
" H Salim HS, Op.cit., hal 64
% |bit., hal 65-66
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d.
e.

nilai penjaminan.
nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.

2. Utang yang pelunasannya dijaminkan dengan jaminan fidusia adalah :

a.
b.

utang yang telah ada.

utang yang.akan timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan
dalam jumlah tertentu

utang Yyang - pada utang eksekusi. dapat ditentukan jumlahnya
berdasarkan perjanjian  pokok yang menimbulkan - kewajiban
memenuhi suatu prestasi

jaminan fidusia  dapat' diberikan‘ kepada lebih dari satu penerima
fidusia atau-kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia

Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap sutu atau lebih satuan atau
jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan
diberikan maupun yang diperoleh dikemudian. Pembebanan jamian
atau benda atau piutang yang diperoleh kemudian tidak perlu
dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri, keculai diperjanjikan
lain, seperti :

1) jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek
jaminan fidusia;

2) jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal bendayang
menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Jaminan fidusia biasanya' dituangkan dalam akta notaris substansi

perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk

melindungi pemberi fidusia .”

E. Pendaftaran Jamianan Fidusia:

Didalam Undang Undang Fidusia diatur tentang (kewajiban)

pendaftaran jaminan fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para

pihak yang berkepentingan dan perlu diingatkan pendaftaran jaminan fidusia

ini memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia

terhadap kreditor lain. Karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak

% |bit., hal 65
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pemberi fidusia untuk tetap menguasi benda yang menjadi objek jaminan
fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem perndaftaran yang diatur
dalam Undang Undang Fidusia tersebut dapat memberikan jaminan kepada

pihak penerima fidusia dan. pihak yang-mempunyai kepentingan terhadap

benda benda tersebut.*®

Dengan demikian . dapat. “dikatakan, bahwa maksud dan tujuan
pendaftaran fidusia untuk =

1) Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan
terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani
dengan jaminan fidusia

2) Melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditor (penerima fidusia)

3) Memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada kreditor
(penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia
tetap. menguasai benda yang menajdi - objek - jaminan fidusia
berdasarkan kepercayaan

4) Memenuhi asas publisitas.

Dalam penjelasan,atas pasal 11 Undang Undang fidusia, namun tidak
ditegaskan dalam pasal 12 UUJE, dikatakan bahwa pendaftaran “benda” yang
dibebani dengan jaminan fidusia dan “ikatan” jamian fidusia dilaksanakan
ditempat kedudukan pemberi fidusia.berdasarkan ketentuan diatas,
permohonan pendaftaran jaminan  fidusia dilaksankan dikantor pendaftaran
fidusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan

dari pemberi fidusia yang bersangkutan.**

Kata “kedudukan” biasa tetuju pada perseroaan /perkumpulan,

sedangkan untuk perseorangan diguanakn dengan istilah  tempat

100 pacmadi Usman, Op.cit., hal 200
%0 1bit,, hal 201
1% 1bit., hal 207
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tinggal/domisili. Padahal biasanya pemberi fidusia bisa perorangan maupun
korporasi. Namun demikian domisili diatas jangan dikacaukan dengan
domisili pilihan yang diperjanjikan oleh para pihak dalam perjanjian
pemberian pinjaman yang diadakan untuk-mengantisipasi permasalahan yang

timbul di kemudian hari.*%3

Proses pemdaftaran fidusia sebagaimana.yang diatur-dalam pasal 11
sampal dengan Pasal 18 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang
Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Dan Biaya Pembuatan Akta jaminan

Fidusia disajikan berikut ini :

1. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa,
atau wakilnya pada kantor pendaftaran fiduisa permohnan itu dilakukan
secara tertulis dalam bahasa indonesia., Permohonan pendaftaran itu
dengan melampirkan‘-pernyataan. pendaftaran fidusia. Pernyataan itu
memuat :

a) identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia

b) tempat, nama, nomor akta jaminan fidusia dan tempat kedudukan
notaris yang membuat akta jaminan fidusia

c) data perjanjian pokok yang dijaminkan fidusia

d) uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan
fidusia

e) nilai penjaminan

f) nilai benda yang menjadi objek benda jaminan.

Permohonan itu dilengkapi dengan:

a) salian akta notaris tentang pembebanan jamina fidusia,
b) surat kuasa atau pendelegasian wewenang untuk melakukan
pendaftaran jaminan fidusia,

103 Ipit., hal 208
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c) dan bukti biaya pendaftaran jaminan fidusia.***

2. Jaminan fidusia yang lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal

dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar jaminan fidusia. Dengan

besarnya baiaya pendaftaran fidusia ini adalah 1 per mil dari nilai

perjanjian.'%®
4. Akibat Pendaftaran Jaminan Fidusia

a. Pihak Pemberi Fidusia

1041 salim HS, Op.cit., hal 83
105 \Widjaja Dan Ahamad Yani, Jamian Fidusia, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hal 143.
106 1 salim HS, Op.cit., hal 84
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Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor
Pandaftaran Fidusia serta diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia,
maka benda atau obyek yang menjadi jaminan fidusia juga beralih
kepemilikannya dari pemberi kepada penerima fidusia, walaupun
penguasaannya diberikan secara sukarela kepada pemberi
fidusia.Pemberi fidusia tidak lagi_berhak untuk memperjual belikan
atau memindah tangankan obyek jaminan fidusia tersebut, kecuali
untuk obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan/stok
barang dagangan (inventory). Pemberi fidusia bertanggung jawab
penuh terhadap  keselamatan'obyek jaminan fidusia sebagai akibat
pemakatan ‘dan keadaan obyek jaminan'fidusia yang berada dalam
penguasaannya karena obyek jaminan fidusia sepenuhnya berada
dalam penguasaan pemberi fidusia termasuk memperoleh manfaat dari
obyek jaminan fidusia tersebut.

b. Pihak Penerima Fidusia

Bagi penerima fidusia setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia,
maka penerima fidusia menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak
didahulukan “untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil
eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dengan
diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia
mempunyai hak .eksekutorial yaitu penerima fidusia langsung dapat
melaksanakan eksekusiy terhadap-~obyek jaminan fidusia apabila
pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap pelunasan utang yang
dijamin dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa harus
melalui pangadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk
melaksanakannya.*’

F. Hapusnya Jaminan Fidusia

a. Jaminan fidusia hapus karena:
1) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf
a);
2) pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (Pasal 25
ayat (1) huruf b); atau
3) musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 25 ayat
(1) huruf c).

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan : sesuai dengan sifat ikutan dari
jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya

97 widjaja & Ahmad Yani, Op. Cit., hal. 129.
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piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena
hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan sendirinya jaminan fidusia
yang bersangkutan menjadi hapus. Hal yang dimaksud dengan hapusnya
utang antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa
keterangan yang.dibuat kreditur.

b. Musnahnya Dbenda = yang ~menjadi objek jaminan fidusia tidak
menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf b (Pasal 25 ayat (2)). Penjelasan Pasal 25 ayat (2) menjelaskan :
dalam hal benda yang menjadi-ohjek jaminan fidusia musnah dan benda
tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti objek
jaminan fidusia tersebut.

c. Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia
mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan
hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut
(Pasal 25 ayat (3)).

d. Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalamPasal 25,
Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan JaminanFidusia dari
Buku Daftar Fidusia (Pasal 26 ayat (1)). Kantor Pendaftaran Fidusia
menerbitkan surat keterangan yang menayatakan..Sertifikat Jaminan
Fidusia yang bersangkutah tidak;berlaku-lagi (Pasal 26 ayat (2))'*

G. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

1. Pengalihan jaminan fidusia

Menurut hukum. perdata, bahwa pengalihan hak atas suatu piutang
yang timbul dari suatu perikatan, dapat terjadi karena cessie, subrogasi, novasi
ataupun sebab lainnya. Karean perjannjian fidusia bersifat accesoir pada
piutang tertentu yang dijaminnya, dengan sendirinya peralihan atau
pengalihan jaminan fidusia kepada penerima fidusia baru, juga akan mengikuti

peralihan piutang yang dijamiankan dengan jaminan fidusianya.

108\1. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2008, hal. 64-65.
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Mengenai pengalihan hak atas piutang pada jaminan fidusia, ketentuan
apasal 19 UUJF menentukan sebagai berikut :

1) Pengalihan hak atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia,
mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban
penerima fidusia kepada kreditor baru.

2) Beralihnya jaminan  fidusia sebagaiman dimaksud. dalam ayat (1)
didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor pendaftaran fidusia.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) UUJF, secara hukum segala
hak dan kewajiban penerima fidusia beralih Seiring dengan-pengalihan hak
atas piutang yang dijaminkan dengan fidusia tersebut kepada kreditor baru
orang yang menerima pengalihan hak atas piutang tersebut.*®

Pasal 23 ayat (1) UUJF diatur kemungkinan pengalihan benda atau
hasil benda yang menjadi obejak jaminan fidusia.adapu bunyi ketentuan
tersebut yaitu :“Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaiman dimaksud
ketentuan Pasal 21 yaitu. apabila penerima. fidusia setuju bahwa pemberi
fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampurkan, atau
mengalihkan benda atau hasil-benda yang'menjadi objek jaminan fidusia atau
menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang,
maka persetujan tersebut berartibahwa penerima fidusia melepaskan jaminan

fidusia”.

Prinsipnya pemberi fidusia™ tidak mempunyai wewenang untuk
menhgalihkan benda atau hasil benda yang menjadi objek jaminan fidusia,
karena telah menjadi penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda
atau hasil benda yang bmenjadi objek jaminan fidusia dari debitur (pemberi
fidusia) kepada kreditor (penerima fidusia), sehingga debitur, berkedudukan

sebagai bpeminjam pakai atu pinjam pengganti atas benda yang menjadi objek

109 Racmadi Usman, Op.cit., hal 217
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jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan secara kepercayaan kepada

kreditor. 1%

Namun berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UUJF maka sepanjang terdapat
“kesepakatan”~dan “persetujuan” antara.pemberi fidusia dengan penerima
fidusia, maka pemberi fidusia masth mempunyai wewenang untuk dapat:

1. Menggunakan benda atau hasil benda objek jamian fidusia

2. Menggabungkan benda benda atau hasil dari benda objek jamian fidusia

3. Mencampur benda* atau hasil dari benda'yang menjadi objek jaminan
fidusia

4. Mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan
fidusia

5. Melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang.

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUJF ini merupakan ketentuan bersyarat, yakni
sysrat adanya sepakat atau setuju, bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan
benda atauhasil benda yang menjadi objek jaminanan.fidusia, termasuk
melakukan penagihan atau’kompromi atas piutang.**

2. Hapusnya Jaminan Fidusia

1) Jaminan fidusia hapuskarena:
a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia (Pasal 25 ayat (1)
huruf a)

b. pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia (Pasal 25
ayat (1) huruf b); atau musnahnya benda yang menjadi objek
jaminan fidusia (Pasal 25 ayat (1) huruf c).

Penjelasan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan : sesuai dengan sifat ikutan
dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada
adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut
hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, dengan
sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.Hal yang
dimaksud dengan hapusnya utang antara lain karena pelunasan dan
bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditur.

110 |pit., hal 219
11 1pit., hal 220
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2)

3)

4)

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak
menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasall0
huruf b (Pasal 25 ayat (2)). Penjelasan Pasal 25 ayat (2) menjelaskan :
dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan
benda tersebut diasuransikan, klaim asuransi akan menjadi pengganti
objek jaminan fidusia tersebut.

Penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia
mengenai hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), dengan melampirkan = pernyataan mengenai ‘hapusnya utang,
pelepasan hak;.atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan
fidusia tersebut (Pasal 25 ayat (3)).

Dengan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia
dari Buku Daftar Fidusia (Pasal 26 ayat (1)). Kantor Pendaftaran
Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menayatakan Sertifikat
Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi (Pasal 26 ayat

(2)) .112

H. Dasar Hukum Jaminan Fidusia dan Tujuan Undang Undang Nomor 42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia di buat.

1. Dasar Hukum Jaminan Fidusia

Apabila ~mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan

perundang undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat

disajikan berikut ini':

a.

Arrest Hoge Raad 1929, tertanggal 25 januari 1929 tentang
Bierbrowerij Arrest (Negeri Belanda)

Arrest Hoggerechtshof 18 agustus 1932 tentang BPN-Clynet Arrets
(Indonesia)

Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.*

112 M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2008, hal. 64-65.
13 1 salim HS, Op.cit., hal 60
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2. Tujuan di Ciptakannya UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Didalam konsierannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkan
Undang Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia adalah :

a. Bahwa ke Aan yang sangat besar dé meningkat bagi dunia

ersedic mbangi dengar
“%u ok “ gena paga jaminan

apat lebih memacu
hukum serta
pihak yang
yang lengkap
or pendaftaran

114 Ipit., hal 61
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Put ) 3/Pd N. adilan  Negeri

Pekanbaru ngkat pertama
telah menja S ara gugatan antara

KARWANT ' ) it .Pekanba il 1€ ekerjaan Wiraswasta,

Payung Sekaki, selanjutnya di disebut sebagai Tergugat dan PT. Astra Sedaya
Finance beralamat di JI. Ahmad Yani No. 152 Kota Pekanbaru kode pos 28121,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Tentang duduk perkara ; menimbang, bahwa Penggugat dengan surat
Gugatan dengan Tanggal 18 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di

Kepenitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Tanggal 18 Agustus 2017 dalam

80



Register Nomor 188/Pdt.G/2017/PN.Pbr. Telah mengajukan Gugatan terhadap

Tergugat dengan dalil dalil sebagai berikut :

Penggugat membeli satu unit mobil merk Toyeta Avanza, Type T:1300G
M/T New 1 TON MB/2012 No. Rangka : MHKM1BA3JCK036544 No. Mesin :
DK49347 No. Polisi BM 1589 JO Warna Hitam Metalik, Kondisi bekas Pakai,
BPKB dan STNK a/n PT.*Surya Darma Perkasa,yang didapat dari fasilitas
pembiayaan .yang diberikan Turut Tergugat sebagaimana. .tersebut dalam
perjanjian Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia dengan

Nomor Perjanjian 01.500.506.00.155592.5;

Mobil tersebut digunakan Penggugat sebagai obyek sewa menyewa
kendaraan; antara Penggugat dan Pergugat telah beberapa kali melaksanakan
transaksi sewa menyewa mobil dan pada Tanggal 1 Juni 2017 Tergugat kembali
menyewa satu unit mobil tersebut diatas'yang akan dikembalikan pada Tanggal 3
Juni 2017; Sampai pada Gugatan ini diajuakan Tergugat belum mengembalikan
mobil yang disewa milik dari Penggugat; Alasan Tergugat belum mengembalikan
mobil tersebut dikarenakan .mobil tersebut.telah diambil paksa oleh Turut
Tergugat; Sampai Gugatan ini “diajukan Turut Tergugat belum pernah
memberitahukan telah mengambil mobil tersebut kepada Penggugat; dan
Perbuatan Tergugat yang belum mengembalikan mobil tersebut kepada Penggugat

merupakan perbuatan Wanprestasi yang telah sangat merugikan Penggugat;

Atas tindakan dan perbuatan Tergugat tidak mengembalikan mobil

tersebut kepada Penggugat tepat pada waktunya Tanggal 03 Juni 2017 adalah
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merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi); atas tindakan Wan prestasi ini
wajar kira Penggugat meminta pengembalian mobil dan disertai dengan uang

sewa, denda keterlambatan dan hak hak lain yang harus diterima oleh Penggugat;

waktunya ~ J : J m‘f Sewa menyewa
mobil Pen : : apat Penggug ; # ha Penggugat,
sehingga : ' . ;_ : a eminta denda

keterlambatan yang se va_Penggugat te 3 5% dari uang

dikenakan uang paksa (Dwangsom ada Tergugat sebesar Rp 100.000,- setiap
harinya dalam keterlambatan menjalankan keputusan dalam perkara ini sampai

putusan ini dijalankan sebagaimana mestinya.

berdasarkan hal hal yang telah Penggugat sebutkan dan jelaskan diatas,

dibagian akhir gugtan ini mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk
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memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang

amarnya berbunyi sebagai berikut:

yang seharus

us dikembalikan

Q Q ‘ “‘. menguasainya menyerahkan satu

unit mobil merk Toyota Ava 00G M/T New 1 TON MB/2012
No. Rangka : MHKM1BA3JCK036544 No. Mesin : DK49347 No. Polisi BM
1589 JO Warna Hitam Metalik, Kondisi bekas Pakai, BPKB dan STNK a/n
PT. Surya Darma Perkasa;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwamsom) sebesar Rp

100.000,- setiap harinya kepada Penggugat sampai putusan perkara ini

dijalankan sebagai mana mestinya;
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8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang terbit dalam

perkara ini;

skah Gugatan
dan Tergugat
juga merupak objek perj jual beli a igan Turut Tergugat

ak Milik secara

kesusilaan atau ketertiban umum.” Sedangkan perjanjian antara Penggugat dengan
Tergugat yang mana objek perkara masi terpaut sebagai objek Perjanjian antara
Penggugat dan Turut Tergugat dan perjanjian antara Penggugat dan Turut
Tergugat harus tunduk terhadap Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fidusia, sementara tertuang pada Pasal 23 Ayat (2) “ Pemberi Fidusia

dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda
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yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan,

kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”

Telah jelas kesepakatan sewa menyewa antaraPenggugat dengan Tergugat

‘*@“m “ \“rﬂ’!&% a . ia yang mana

tidak sah

bertenta .ﬂ? sebab yang
= S
halal” karena ofs nga Unda ng berlaku,

Tanggal 2 juni 2017 Depcoleptor dari Turut Tergugat menarik atau
mengeksekusi objek perkara (mobil) dari ketangan Tergugat dengan alalasan
bahwa penggugat telah lalai dalam memenuhi Prestasi perjanjian antara

Penggugat dengan Turut Tergugat;
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Setelah Tergugat hubungan via telfon kepada Penggugat dan Penggugat
yang menyatakan akan mengurus semua pada kantor Turut Tergugat yaitu dalam

hal mengenai objek perkara tersebut yang diatrik atau dieksekusi oleh Turut

Tergugat;

1. Foto copy.surat pe [ AN gal pimpinan REZA

, KARWANTO

Tanggal 16 Mai 2015.

4. Fotocopy Angsuran Pembayaran Mobil, Tanggal 23 November 2016
5. Fotocopy angsuran pembayaran mobil, tangga 10 desember 2016
6. Fotocopy STNK Merk TOYOTA AVANZA, type T: 1,3G M/T NEW 1 TON

MB/2012 NO. Rangka : MHKM1BA3JCKO036544 NO. Mesin : DK49347
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NO. Polisi BM 1589 JO, Warna Hitam Metalik, atas nama pemilik PT.

SURYA DARMA PERKAS.

Rekonpen

) ) )

Rekonpens

tidak menge

AL
;

<

dalam perj

3
—
=
QD
w
@D
o
<
QD

Finance;

=
-
¢
J
QD
)
3
Py
D
:
o
>
©
D
>
1%2]

Tepatnya Tanggal 3 juni 2017 Depcoleptor dari PT. Astra Sedaya Finance
menarik atau mengeksekusi objek perkara dari kekuasaaan PT. Astra Sedaya
Finance dengan alasan bahwa Tergugat dalam Rekonpensi telah lalai dalam
memenuhi prestasi perjanjian antara Tergugat delam Rekonpensi dengan PT.

Astra Sedaya Finance;
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Setelah Penggugat dalam Rekonpensi hubungi Via Telefon kepada
Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi yang mengatakan

akan mengurus semuanya pada kantor PT. Astra Sedaya Finance dalam hal

aian Tergugat
dalam Rek 2 adap PT. Astra Se ini terjadi dan
ganti kerugian
vada Penggugat

a objek perkara

perbuatan melanggar Q ugian bagi orang lain,
Q““%

mewajibkan orang yang karena erbitkan kerugian itu, mengganti

kerugian tersebut”;

Berdasarkan 1365 KUHPerdata tersebut dan dikaitkan dengan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia,
sementara tertuang pada pasal 23 ayat (2) “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek

Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan
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persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. “ sudah semestinya Tergugat

dalam rekonpensi membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonpensi;

Bukti dari dalil dalil Tergugat mencantumkan :

Turut Tergugat tele : 0 a_pokoknya sebagai

berikut;

orang perseorangan atau ang mempunyai piutang yang
pembayarannya dijamin dengan Jaminan fidusia, sedangkan Pemberi Fidusia
adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek
Jaminan Fidusia;

2. Pada dasarnya mengalihkan benda dari Penerima Fidusia kepada pihak lain
adalah hal yang dilarang. Namun, jika mendapatkan persetujuan tertulis dari

pihak Pemberi Fidusia maka hal tersebut sah menurut hukum sebagaimana
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diataur dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut Undang Undang 42/1999), yang

menyatakan bahwa: “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan

kepentingan hukum Turut Tergugat sebagi Penerima Fidusia;

. Berdasarkan Pasal 24 Undang Undang 42 tahun1999 menyatakan bahwa :

“Penerima Fidusia tidak menannggung kewajiban atas tindakan atau kelalaian
Pemberi Fidusia baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang
timbul dari perbuatan melannggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan

pengalihan benda yang menjadi objek Fidusia”.
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Berdasarkan dalil dalil diatas, mohon agar yang mulia majelis Hakim Pengadilan

Negeri Pekanbaru dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagi berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karenan perbuatan

Dalam pengeksekusian jaminan fidusia harus berlandasan hukum yang
benar atau undang undang berlaku, dalam hal ini yang mengatur adalah Undang
Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengaman
Eksekusi Jaminan Fidusia. Peraturan ini berlaku jika terjadi perlawanan dalam

pengeksekusian.
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Untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim dengan peraturan undang
undang yang di bahas oleh penulis, maka terlebih dahulu penulis harus jeli

menganalisa putusan hakim dan peraturan mana saja yang terdapat tumpang tindih

yerahkan satu
ON MB/2012
No. Polisi BM

STNK a/n PT.

Hakim dalam menjatuhkan putusan yang belandasan hukum yang benar
untuk mewujudkan suatu keadilan yang di cita-citakan oleh pancasila sila ke-5

yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia”.

1. Analisa penulis
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Merujuk pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara nomor
188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr, yaitu menimbang yang menjadi pokok persengketaan

antara kedua belah pihak adalah :

nya dengan
berupa bu wa penggugat
membeli m ebagai mana yang
telah terbuk kan oleh bukti

surat turut te

Dalil-dalil penggugat yang oukti berdasarkan ketentuan pasal 311
RBg, dihubungkan dengan pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat sah nya suatu

perjanjian :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk mengikatkan dirinya;

3) Suatu hal tertentu;
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4) Dan suatu sebab yang halal,

Menimbang, bahwa tergugat menyangkal bahwa perjanjian tersebut tidak
sah, “ untuk suatu sebab yang halal”, karena telah bertentangan dengan undang
undang jaminan fidusia yaitu pasal 23 ayat (2) yang berbunyi *° pemberi fidusia
dilarang mengalihkan, menggadaikan atau meyewakan kepada pihak lain benda
yang menjadi objek jaminan-fidusia yang tidak‘ymerupakan benda persediaan,

kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Dikaitkan dengan pasal pasal 1320 KUHPerdata menurut analisis penulis
perjanjian sewa meyewa antara Penggugat dengan Tergugat. tidak sah karena
melanggar “‘Suatu sebab yang halal” dan batal demi hukum, dengan demikian
tergugat dalam hal ini tidak dapat dikatakan Wanprestasi. Melainkan Pengugatlah
yang melakukan‘Wanprestasi kepada Turut Tergugat akibat melanggar ketentuan

pasal 23 ayat 2 Undang Undang Nomor42'tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Menurut ‘munir fuady dalam buku nya yang merupakan konsekuensi
hukum dari tidak ‘terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya
perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Konsekuensi
hukum tersebut adalah sebagai-berikut:**®

1) Batal demi hukum (nietig,  null and void), misalnya dalam hal
dilanggarnya syarat objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat
objektif tersebut adalah:

a. Perihal tertentu,
b. Sesuatu yang halal.

2) Dapat Dibatalkan (vernietigbaar, voidable), misalnya dalam hal tidak
terpenuhi syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif
tersebut adalah:

115 Munir Fuady, Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, Cet. 2, 2001, hal. 34
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a. Kesepakatan kehendak, dan
b. Kecakapan berbuat.

Perjanjian sewa menyewa antara penggugat dan terguggat dalam hal ini

jelas lah batal demi ere in ‘ t.obyektif yang menjadi
dasar land ' erjo .0.

apat diganggu

Jang Nomor

menanggu S atas akil ) : i Fidusia baik
yang timbul da N kontre . C atan melanggar
hukum seh

objek Jami

o
Leirg
£ <r
melakukan Wanpreste :
<

sngan putusan hakim sendiri

Pertimbangan i . ﬁ i \“fm,,,
yang menyatakan Penggugat tida estasi, namun Hakim mengabulkan
gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar uang paksa
(Dwangsom) sebesar Rp 100.000 -, (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada
Penggugat sampai putusan perkara ini dijalankan sebagai mestinya. Sebagaimana
diketahui bahwa objek yang menjadi sengketa tidak berada pada kekuasan

Tergugat melainkan dalam kekuasaan Turut Tergugat, dan Penggugat juga

mengetahui pengeksekusian yang pada saat itu tergugat memberitahu terlebih
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dahulu melalui via telefon bahwa mobil yang menjadi objek sengketa dieksekusi
oleh Turut Tergugat dan pihak Penggugat menyatakan akan mengurusnya kepada

kantor Turut Tergugat. jadi bagaimana mungkin Tergugat dapat menyerahkan

telah me ) g dilakukan

oleh pen
keadilan ' N s de eng m Teguggat
diluar apa yang a sar : bil tersebut kepada

pihak Peng

memberitahukan Penggugat atas penarikan mobil objek perkara oleh Turut
Tergugat, tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan dalam persidangan (bukti
surat T-1 dan T-2), maka dengan demikian Tergugat tidak mempunyai
kewenangan untuk menyerahkan mobil tersebut kepada Turut Tergugat, karena

tidak ada hubungan hukum antara tergugat dan turut tergugat;
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Menurut analisis penulis dalam pertimbangan diatas keharusan pihak
Turut Tergugat (penerima fidusia) dalam mengeksekusi objek jaminan didepan
penggugat (pemberi fidusia) tidaklah tepat karena dalam Undang Undang Nomor
42 Tahun 1999+ Tentang Jaminan Fidusia tidak ada. mengatur tentang
pengeksekusian harus didepan penggugat (pemberi fidusia). Menurut M. Yahya
Harahap dalam bukunya pelaksanaan, eksekusi dijamin oleh pasal 15 ayat 1 yang

menegaskan:**®

a. Dicantumkan kata kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa” sebagai landasan hukum title eksekutorial:

b. Pencantuman title eksekutorial menimbulkan akibat hukum;
- Sertifikat Jaminan Fidusia disamakan dengan putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap;
- Dengan demikian pada sertifikat jaminan fidusia melekat kekuatan
eksekutorial, apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi)

c. Lebih lanjut penjelasantpasal 15 ayat 2 UWJF mengatakan, yang dimaksud
dengan kekuatan eksekutorial atas Sertifikat Jaminan Fidusia:
- Eksekusi dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan;
- Oleh karena itu, langsung dapat dilaksanakan penjualannya dimuka umum
oleh Penerima Fidusia;

d. Sifat kekuatan eksekusi nya menurut pasal 15 ayat 2 UUJ :
- Memberikan hak parate eksekusi kepada Kreditor/Penerima Fidusia;
- Yang apabila Debitur/Pemberi Fidusia cidera janji;
- Memberi hak kepada Kreditor/Pemberi Fidusia menjual Objek jaminan
fidusia;
- Menjualnya itu atas kekuasaannya sendiri (recht van eigenmachtige
verkoop);

Pengeksekusian yang dilakukan pihak Turut Tergugat tidaklah harus
didepan Penggugat karena tidak ada aturan yang mewajibkan bahwa eksekusi

yang dilakukan oleh pihak Turut Tergugat (penerima fidusia) harus didepan

118 M. Yahya Harahap, Op.Cit, hal 213-214
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Penggugat (pemberi fidusia), jadi alasan Hakim dalam hal ini tidak lah tepat
walaupun pihak Tergugat dalam hal ini tidak dapat membuktikan bukti surat yang
diajukan kepersidangan dan Hakim menyatakan bahwa tergugat tidak mempunyai
kewenangan untuk menyerahkan _objek jaminan fidusia tersebut kepada Turut
Tergugat karena tidak mempunyai hubungan hukum. Namun Tergugat pada
waktu pengeksekusian telah. memberitahukan ;melalui via telfon atas eksekusi
yang dilakukan pihak Turut Tergugat dan Penggugat menyatakan akan mengurus
semuanya pada kantor turut tegugat yaitu mengenai objek perkara tersebut yang
ditarik atau dieksekusi oleh Turut Tergugat. Dengan demikian secara tidak

langsung penarikan tersebut sudah diketahui dan disetuji oleh Penggugat.

Pertimbangan hakim_yang menyatakan Terguggat tidak mempunyai
kewenangan dan hubungan hukum dengan pihak Turut Tergugat (penerima
fidusia) sehingga Tergugat tidak berhak menyerahkan objek jaminan fidusia
tersebut kepada Turut Tergugat. Namun menurut analisis penulis walaupun tidak
mempunyai kewenangan dan hubungan hukum, dilain sisi Turut Tergugat
(penerima fidusia) mempunyai hak yang dapat mengesampingkan hal itu karena
Turut Tergugat (penerima fidusia) dalam hal ini adalah pihak eksekutorial yang
dijamin oleh Undang Undang untuk dapat melakukan Eksekusi Objek Jaminan
Fidusia apabila Penggugat (pemberi fidusia) cidera janji, dengan demikian
penerima fidusia hanya harus menunjukan Akta Jaminan Fidusia yang menjadi
dasar hukum eksekutorial atau bukti bahwa objek jaminan sudah dijamin dengan
Akta Jaminan Fidusia sehingga dapat terlaksananya Eksekusi terhadap objek

jaminan tersebut.
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Patut digaris bawahi berdasar pasal 15 ayat 1 dan 2 Undang Undang
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dalam Sertifikat Jaminan

Fidusia dicantumkan katakata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Penggugat den { C a jugat tidak dapat
menarik be il ¢ _ _- : ' elanggar pasal 23
ayat (2) dan pasal 24 ; ...:h 42 Tahu entang Jaminan
Fidusia, s

berdasarkan A 20 ang Pengamanan

U assa hukum “Asas Lex Superori
Derogat Legi Inferoiri” yang artinya peraturan yang lebih tinggi
mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, dalam Undang Undang Nomor
42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia peraturan pengeksekusian diatur
langsung dalam pasal 29 sampai dengan pasal 34 dan pemerintah juga
mengeluarkan atau mengundangkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia.
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Menurut analisis penulis Hakim dalam menerapkan aturan hukum dalam
pertimbangan diatas bertentangan dengan Asas Lex Superori Derogat Legi

Inferoiri dimana hakim menggunakan Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Undang Undang Nomor 4 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak
mengatur untuk mewajibkan atau harus menggunakan pihak berwenang dalam hal
ini kepolisian untuk melakukan eksekusi, melaikan jika pengeksekusian tersebut
dapat perlawanan dari Pemberi Fidusia/Penggugat atau pemberi fidusia tidak mau

memberikan objek jaminan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa jelas

pertimbangan hakim dalam putusan ini telah melanggar asas hukum “lex

117 penjelasan Pasal 30 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999
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. Kekuatan Eksekutori

superiori derogat legi infiori ” sehinnga tidak mewujutkan kepastian hukum dan

keadilan hukum.

Pemegang Akta Fidusia. Ditinjau Dari Undang

99 tentang
h terbentuk
pada tanggal .3C nber 2( ! a pendaft arang-barang dan
Akta Pembeba ia pada of: aka jaminan yang

bersifat kebendaan dan ekusinya yang dia 9 Undang-Undang

Undang Uno - 099 an sia. Yang dimaksud
dengan eksekus t I itaa )enjualan benda yang

menjadi objek’ Je § 03 bulnya eksekusi

memenuhi prestasinya q Q Ié q@r" penerima fidusia, walaupun
AN\ 2

mereka telah deberikan somasi.

Untuk menilai sah tidak nya akta jaminan fidusia dan kekuatan yang

diberikan undang undang kepada Akta Jaminan Fidusia dalam pengeksekusian

jaminan fidusia oleh debitur kepada kreditur akibat Wanprestasi maka penulis

akan memaparkan secara sistematis pembuatan akta jaminan fidusia hingga

118 Salim HS, Op.cit,. hal 89-90
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seberapa jauh peran akta jaminan fidusia dalam ruang lingkup jaminan
kebendaan.

Akta fidusia diatur pada pasal 5 dan 6 Undang Undang Jaminan Fidusia

enurut pasal

yaitu identitas

pat kedudukan
dalam pasal 3

21 Tahun 2015

ketetuan 1320 KUHPerdata.
d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jamina fidusia , objek yang
menjadi jaminan fidusia harus jelas dan diuraikan secara keseluran
e. Nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek, disebutkan moninal
yang dijaminankan dan nominal harga benda yang menjadi objek jaminan

fidusia.
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Benda yang telah dijaminkan menjadi akta fidusia yang telah memenuhi
syarat dan ketentuan yang terdapat padal pasal 5 dan 6 Undang Undang Jaminan

Fidusia harus didaftarkan atau wajib didaftarkan baik benda yang jaminan fidusia

Men V % p. emohon melakukan

pembayar _' _" g in bank persepsi

berdasarkan buk ) : Pasal 5 ayat (2)”.

Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran
Fidusia”. Dan pasal 8 “Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang

sama dengan tanggal Jaminan Fidusia dicatat”.'?!

119 pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015
120 pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015
121 pasal 7 dan 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015
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Guna mendapatkan jaminan atas obyek pembiayaan melalui jaminan fidusia

tentunya perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan obyek jaminan melalui

jaminan fidusia, dan kewajiban pendaftaran atas obyek jaminan fidusia juga telah

dan Hak Asas
di tempat ki
penerima f - AU W va, dengs @an pernyataan

Pendaftaran Jamina ' bentuk dan isinya

2. Tanggal dan nomor akta Ja idusia, nama dan tempat kedudukan
Notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia.

3. Data perjanjian pokok yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang
dijamin dengan fidusia.

4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Lihat

penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999).

5. Nilai penjamin.
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6. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.'?

Tempat pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 12 ayat 1-4

Undang Undang Jaminan fidusia yaitu “(1) Pendaftanan Jaminan Fidusia

lingkup tug me C ; ) pembentukan
Kantor Pendafta : newilayah kerjanya

diatur dengz

Administrasi Hukum U ah tidak lagi melakukan Pendaftaran
Sertifikat Jaminan Fidusia dan pendaftaran dilaksanakan di Kantor
Pendaftaran Fidusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia di tempat kedudukan pemberi fidusia.

122 http://herman-notary. blogspot.com/2009/10/tata-cara-pendaftaran-perubahan.html Di akses
Pada Tanggal 10 Febuari 2019 jam 21.30 Wib.
123 pasal 12 ayat 1-4 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999
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2. Sejak tanggal 8 Juli 2002 Kantor Pendaftaran Fidusia Direktorat Perdata
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum difungsikan untuk
melakukan perubahan, penghapusan/pencoretan dan mengeluarkan
Sertifikat.Pengganti atas.sertifikat yang terdaftar dan.didaftar pada Kantor
Pendaftaran Fidusia Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum, dan. -melakukan: pemantauan dan pembinaan teknis
terhadap pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia oleh Kantor Wilayah

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.***

Akta jaminan fidusia yang sudah didaftarkan dan sah secara undang
undang yang berlaku menjadi pedoman bagi debitur-dan kreditur atau pemberi
fidusia dengan penerima fidusia sebagai bukti sahnya benda yang menjadi objek
perjanjian yang dijaminkan dengan akta jaminan fidusia dan seterusnya berlaku

sampai berakhirnya atau hapusnya.perjanjian fidusia.

Akta fidusia yang telah mengikat kedua belak pihak mempunyai hak dan
kewajiban yang harus dilaksanakan, dan apabilah salah satu pihak melanggar
ketentuan yang diperjanjiakan maka mempunyai.akibat hukum. Bagi penerima
fidusia apabila pemberi fidusia melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi)

maka penerima fidusia dapat mengeksekusi benda yang menjadi jaminan fidusia.

Akta fidusia yang dapat dibuat dibawah tangan namun dapat memiliki
akibat, akibatnya dapat penulis ambil dari hasil penelitian orang lain yaitu, akibat
dari pembuatan akta sebagai perlindungan hukum bagi kreditur untuk

mengeksekusi objek jaminan fidusia yang hanya berdasarkan standar oprasional

124 Herman Andreij Adriansyah jurnal
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prosedur PT. Finensia Multi Finance kredit plus Cabang Nangka Pekanbaru yang
berlandasan pada ketentuan pasal yang termuat dalam perjanjian pembiayaan
konsumen dan penyerahan jaminan secara fidusia yakni surat izin penyerahan
barang, jadi apabila musyawarah mufakat tidak mendapat-hasil maka dilakukan
sepihak —oleh kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia,
sedangkan untuk perlindungan chukum hagi-debitur tidak jelas, debitur hanya
mendapat hak ketika meninggal dunia dan/atau saat klaim asuransi apabila

objeknya mengalami tindakan pencurian atau dinyatakan hilang.'*

Akta jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial disebutkan
dalam Pasal 15 ayal 1-3 yang menyatakan bahwa “ (1) .Dalam Sertifikat Jaminan
Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 dicantumkan katakata
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA™
(2) Sertifikat Jaminan Fidusta:sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Apabila debitor cidera janji, Penerima
Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan

Fidusia atas kekuasaannya sendiri:**°

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan
eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu,
dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi

Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

125 pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Penyerahan Jaminan Fidusia Antara

Debitur dengan Kreditur pada PT Finansia Multi Finance Krdit Plus Cabang Nangka PekanBaru
Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum
126 pasal 15 ayat 1-3 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999
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Dalam akta jaminan fidusia yang diterbitkan Kantor Pendaftaran Fidusia
‘kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang dimuat

Sehingga Sertifikat jaminan fidusia ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang

pemberi fidusia cidera janji, maka menurut pasal 29 ayat 1-2 Undang

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tetang Jaminan Fidusia terdapat 3 cara untuk
melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut,
yaitu :

a. Pelaksaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia;
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b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan

penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta pengambil pelunasan

piutannya dari hasil penjualan;

Kesepakatan pemberi

l@@.
g an dibawah

Fidusia dicantumkan kata-kata em1 Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” sertifikat jaminan fidusia ini memikiki kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud kekuatan eksekutorial adalah
langsung dapat melakukan penjualan tanpa harus melalui pengadilan.

Dengan demikian ini pelaksanaan titel eksekusi dapat dilaksanakan apabila

127 Rahmadi, Op.cit., hal 295-296

109



debitur telah cidera janji dan debitur memiliki sertifikat jaminan fidusia
yang mencantukan kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa”.

2. Penjualan-atas. obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia
sendiri melalui pelelangan umum. Jadi apabila debitur telah cidera janji dan
perusahaan pembiayaan:telah memiliki' ‘sertifikat jaminan fidusia maka
perusahaan dapat melakukan penjualan obyek jaminan fidusia melalui

pelelangan umum guna mendapatkan pelunasan atas hutangnya.

3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi
dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga

tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Tata cara eksekusi diatur dalam pasal 29, dan dapat diklafikasikan yaitu :**®

1. melalui pelelangan umum
cara yang pertama melaksanakan berdasarkan title eksekutorial yang
digariskan pasal 15 ayat 2 UUJF

e Penerima fidusia dapat mempergunakan hak nya menjual objek
jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri;

e Caranya, langsung- menjul objek jaminan fidusia tanpa melalui
pengadilan

e Namun dengan syarat, penjualan harus melalui pelelangan umum oleh
kantor lelang/pejabat lelang;

e Serta berhak mengamil pelunasan utang dari hasil penjualan dengan
mengesampingkan kreditor konkuren berdasarkan hak preferen yng
dimilikinya.

2. Penjualan dibawah tangan

Penerima Fidusia dapat juga melakukan eksekusi dalam bentuk penjualan
Objek Jaminan Fidusia dibawah tangan. Apabila cara ini ditempuh,

128 M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika,
Jakarata, 2015, hal 214-215
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penerpannya tunduk kepada ketentuan Pasal 29 ayat (1) haruf ¢ Jo. Ayat 2

Uu:

e Harus berdasarkan kesepakatan anatar Pemberi Fidusia dengan Penerima
Fidusia

penjelasan

Republik

4
Kepolisian = Ne R Indonesia | 5
Pengamana b e ik
selanjutnya it se ada . perperan dalam

memelihara kea : ; ara 1 n hukum, serta

adalah untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara
aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung jawabkan; dan terlindunginya

keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia,
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dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta

benda dan/atau keselamatan jiwa.'*®

Adapun Prinsip-prinsip dalam pengeksekusian. dijelaskan dalam pasal 3
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011

Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia meliputi:**

1) legalitas, yaitu-pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi - jaminan  fidusia  diberikan
berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi,

3) proporsionalitas, yaitu  pengamanan eksekusi jaminan fidusia
dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi
dan pelibatan kekuatan; dan

4) akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia
dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan title eksekusi menurut Pasal 30 Undang Undang Nomor 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia'Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda
yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan
Fidusia. Maka jika pelaksanaan eksekusi tidak ada perlawanan penerima fidusia
tidak perlu meminta bantuan-pihak berwenang. Namun jika terjadi perlawanan
oleh pemberi fidusia maka penerima fidusia bisa meminta bantuan pada pihak
kepolisian dengan mengajukan Permohonan pengamanan eksekusi secara tertulis
olen penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau

Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan.

129 pasal 2 ayat 1-2 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011
130 pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011
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Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia menurut pasal 6 Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang

Pengamanan Eksekusi Fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan:

ANy

anan eksekusi

2gara Republik

WRARY

Pasal Ja rhada i untuk melaksanakan
eksekusi terhadap B jadi of lusia dengan cara yang

bertentangan dengan ke gaima : Pasal 29 dan Pasal

131 pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2011

113



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe fur udwnyo(

(ENDRA/penyewa mobil) dan Turut Terguggat (PT. Astra Sedaya Finance

Penerima Fidusia) akibat Wanprestasi Terguggat karena objek Jaminan
Fidusia yang menjadi objek Wanprestasi dieksekusi Parate oleh Turut
Terguggat yang dalam Putusan Menghukum Penggugat dan Turut Terguggat

dan mengabulkan gugatan Pengguggat Untuk sebagian.
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2. Analisis hukum formil Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor

188/Pdt.G/2017/ PN.Pbr Adalah Majelis Hakim memberikan putusan terhadap
Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan fakta fakta hukum yang terbukti
beserta alat pembuktian yang.diperoleh dari-persidangan.dipengadilan. Selama
persidangan, alat bukti yang diajukan adalah keterangan bukti surat dan tidak
mengajukan bukti saksi.. Analisis:Hukum ,materiil terhadap putusan diatas
adalah apabila memperhatikan pasal yang diterapkan oleh hakim Pengadilan
Negeri Pekanbaru tidak dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan karena
Hakim dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan tidak mencantumkan
dasar hukum yang jelas dan pertimbangan yang lain juga bertentangan dangan
asas hukum lex superiori derogat legi infiori sehingga tidak terwujudnya
kepastian hukum.

Kekuatan Eksekutorial Pemegang Akta Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan
parate eksekusi (eksekusi langsung) apabila pemberi fidusia cidera janji
karena Sertifikat Jaminan Fidusia yang didaftarkan dicantumkan kata kata
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA” schinggga mempunyali. Kekuatan eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. “kekuatan
eksekutorial” yang dimaksud adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa
melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak. Eksekusi yang
mendapat perlawanan dari pemberi fidusia dapat meminta bantuan kepada
pihak yang berwenang yaitu kepolisian dengan mengajukan permohonan

ekseskusi yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisisan Negara Republik
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Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan
Fidusia.

B. Saran

jika ses

. Hakim
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Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Penyerahan Jaminan Fidusia
Antara Debitur dengan Kreditur pada PT Finansia Multi Finance Krdit

Plus Cabang Nangka PekanBaru Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum.
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